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Dalam kamus, istilah “government dan “governance’ seringkali
dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam
suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah
juga adalah nama vyang diberikan kepada entitas yang

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

Istilah “governance’ sebenarnya sudah dikenal dalam literatur
administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson,
yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27,
memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu.
Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik
dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang “governance” dalam
pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini --
dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-
pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan
pemerintahan, tata-pamong -- baru muncul sekitar 15 tahun
belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan
internasional menetapkan “good governance’ sebagai persyaratan
utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan
praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance’ telah
diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan
pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan
yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan
bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit

sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).



Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance”
terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi
dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep
‘pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan
dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam
governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa
mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai
masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep
governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law,
partisipatiof dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS
adalah yang paling tepat meng-capfure makna tersebut yakni “fhe
process whereby elements in sociely wield power and authority, and
influence and enact policies and decisions concerning public life,
economic and social development” Terjemahan dalam bahasa Kkita,
adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang
kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan
dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi

dan sosial.

OECD pada 1992, telah menggunakan keruntuhan Soviet Uni, sebagai
momentum untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya
adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai HAM khususnya hak dan
kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4)
pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungnan. Sejak itu pula good
governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu

persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam
melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil
society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan
pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan

bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik,



ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan
interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu
biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust),
transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good
governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah

kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Konsep good governance yang dianjur-anjurkan oleh lembaga-lembaga
donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika
Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar
bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu good governance diartikan
sama dengan /ess government. Semua kebutuhan masyarakat,
termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila
campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah good

governance menjadi best government adalah /less government.

Bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Berbagai
assessment yanbg diadakan oleh lembaga-lembaga internasional
selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum
pernah mampu mengambangkan good governance. Mungkin karena
alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa
dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun
masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN (Clean Governance).
Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat
Reformasi  itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas,
penempatan personl yang tidak kredibel, enforcement menggunakan,
sertra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan
bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang

serius melaksanakan good governance?

Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-
citakan amat memerlukan Good Governance seperti yang

dikonsepsualisasikan oleh [IAS. Pengembangan good governance



tersebut harus menjadi tanggungjawab kita semua. Dalam kondisi
seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang
dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan
administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah
dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance
Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju
Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari
luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society
untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam

peneyelenggaraan pemerintahan.

9. Kekuatan eksternal kedua yang dapat “memaksa” timbuilnya good
governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolutif antara dunia
usaha dengan pemerintah yang terlah bnerkembang selama lebih 3

dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka.

10. Kunci untuk menciptakan good governance menurut pendapat saya
adalah suatu kepemempinan nasional yang memiliki legitimasi dan
dipercayai oleh masyarakat. Karena itu mungkin Pemilu 2004 yang
memilih Pimpinan Nasional secara langsung, adil dan jujur dapat
menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemenyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Itu pun kalau Pemilu tersebut mampu memilih
seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan popular, dan yang
visioner dan kapabel sebagai Presiden ke 6. Sayangnya harapan
tersebut belum terealisasi, setahun setelah Presiden yang paling

memiliki legitimasi terpilih.
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